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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi  : ASPEK HUKUM PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN  

DENGAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI 
BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 
10/5/BI/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK 
INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT 
BERDOKUMEN DALAM NEGERI 

 
Nama/NPM : Irwansyah /1307350101 
 
Dengan semakin meningkatnya perkembangan sektor industri, sektor 
pertanian dan beberapa sektor lainnya di Indonesia akan semakin 
mendorong berkembangnya sektor perdagangan. Untuk mendukung 
lancarnya transaksi perdagangan dalam negeri, maka pemerintah RI 
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/BI/2008 Tentang 
Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 Tentang Surat 
Kredit Berdokumen Dalam Negeri, yang   menetapkan berlakunya L/C 
atau Letter of Credit  sebagai salah satu cara pembayaran bagi kegiatan 
transaksi perdagangan khusus di dalam negeri yang kemudian dinamakan 
dengan istilah SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). Dalam 
skripsi ini penulis membahas salah satu cara pembayaran transaksi 
perdagangan menggunakan SKBDN, mulai dari definisi, mekanisme, dan 
kaitannya dengan peranan dan kewajiban suatu bank dalam SKBDN. 
Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) 
Bagaimana praktik pembayaran transaksi perdagangan dengan Surat 
Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)? dan (2) Bagaimana 
tanggungjawab hukum Bank terhadap penyimpangan pencairan Surat 
Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)?. Metode penelitian yang 
penulis gunakan bersifat yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara 
menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier 
guna memecahkan dan menjawab permasalahan pada objek penelitian. 
Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa SKBDN  atau sering disebut LC 
local adalah instrumen yang diterbitkan oleh Bank  (Issuing Bank), atas 
permintaan  Applicant yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah 
uang kepada Beneficiary apabila Issuing Bank menerima dokumen yang 
sesuai dengan syarat SKBDN, dengan Tujuan SKBDN  untuk mendukung 
transaksi perdagangan di dalam negeri, sangat penting dan dibutuhkan 
oleh pelaku usaha. Khususnya untuk transaksi barang yang terkait 
langsung dengan kegiatan perdagangan dalam negeri. Fasilitas yang 
diberikan  berupa penangguhan pembayaran dalam jangka waktu tertentu 
dalam rangka pelaksanaan transaksi perdagangan di dalam negeri yang 
menggunakan SKBDN. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
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